PROPINSI MALUKU UTARA
BUPATI HALMAHERA BARAT

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Menimbang: a.

Mengingat :

L.

KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT,

Bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsinstensi
antara  perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
pembangunaan serta guna memberi pedoman dalam
penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan prioritas plavon anggaran sementara serta
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu ditetapkan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2025;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata cara Evalusi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Derah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2025 dalam Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2025.

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat [I Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 165);
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Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah
di ubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran
Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3961);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
{Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4700);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-
2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata cara Evalusi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Derah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun
2012 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan dan
Penganggaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kab. Halmahera Barat Tahun 2021-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 8
Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati
Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

a.
b.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Pemerintahan Daerah adalah Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi daerah dan tugas
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah;

d. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Barat sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah;

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selaku
pengguna anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah;

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat dengan BP3D adalah unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di
Kabupaten Halmahera Barat;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun
2021 - 2026 yang memuat Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah;

Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 2021 - 2026 yang memuat
Visi, Misi, dan Program Kerja SKPD;

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun 2025
atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun 2025;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan;

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi;
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0. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi;

p. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk
mencapai tujuan;

q. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran
dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

a. RKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang
merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah
(RPJMD) kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 serta dengan
berpedoman pada RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025,

b. RKPD Perubahan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi
dasar dalam perumusan renja perangkat daerah, sebagai pedoman dalam
penyusunan KUA dan PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) tahun 2025.

Pasal 3

c. RKPD Perubahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 disusun dengan
sistematika sebagai berikut;

BAB 1 . PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI
DENGAN TRIWULAN DUA 2025

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI . PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian RKPD perubahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025
sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.



-6-

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuan
Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera

Barat.

Pejabat Paraf Ditetapkan di : Jailolo
# pada tanggal : \§ Qb

Sekretaris Daerah
Ass.Bid. Eko & Pemb. HQ"“ BUPATI HALM

Kepala BP3D %/

Kabag. Hukum & Orgs %

/

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal 1 15 September 2025

YAMES UANG

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HAIMAHERA BARAT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR : 26

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat

Jason Kalopas Lalomo, SH. LLM
Pembifia Tk. I 1V/b
Nip. 19730128 200604 1 009




